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TENTANG

, _ PEMBERHENT]AN DAN PENGANGKATAN '
 DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

s LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUIVI DAN HAK ASAS| MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI IVIANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa untuk kepentmgan dinas dan dalam rangka percepatan kinerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
* dalam dan dari Jabatan lepman nggl Pratama di Imgkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusxa Z

. bahwa berdasarkan pertimbangan: pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhent:an dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan

- tinggi pratama dl hngkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
.'Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik. Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik |nd0neS|a ‘i
Nomor 5494); : ,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
‘Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13.Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia

e ? ~ Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 4194);
3. "'Peraturan Pemerintah- Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemmdahan

dan Pemberhentian Pegawal Negerl Sipil* (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2003

“Nomor 15, -Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pémerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintan ‘Nomor-.9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawal Negeri Slp[l (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009
Nomor 164); - ;

. 'Peraturan ‘Presiden Nomor 15 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dmas

Dalam Negeri Bagi Pegawau Negeri Slpll

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

. Keputusan Presiden Normor 121!P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan
< Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

. Peraturan Menterl Hukum dan Hak Asasi Manus;a Nomor 28 Tahun 2014 tentang OrgamsaS|

dan Tata Kerja Kantor Wllayah Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia

. Peraturan Menterr Hukum dan Hak Asasi Manu5|a Nomor 29 Tahun 2015 tentang Orgamsasn

dan Tata Kerja Kementenan Hukum dan Hak Asa5| Manu5|a

MEMUTUSKAN

‘KEPUTUSAN MENTERi HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI
. - 'PRATAMADI LING_KUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA '

KESATU : ...



,72‘_:_

KESATU : .Pegawa| Negen S:ptl yang namanya tersebut dalam Ia}ur 2 diberhentikan dari jabatan lamanya
.- sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam

.+ lajur 5, dan diberikan tunjangan Jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6
* daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA T Blaya perjalanan ke tempat tugas yang baru dltanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan
_ - yangberlaku. = - .
- KETIGA 2 Keputusan ini mulal berlaku terhatung sejaktanggal pelantikan. :
- KEEMPAT - Petikan keputusan ini d!sampa|kan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dlpergunakan

. sebagaimana mestmya

_ Ditefapkan i ks -
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YASONNA H. LAOLY
Tembusan ‘ L
Ketua Badan Pemenksa Keuangan

Inspektur Jenderal Kementerlan Hukum dan H A
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM
Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM; _ :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
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' PANGKAT i o
NO NAMA / NIP (GOL/RUANG) JABATAN LAMA JABATAN BARU - KETERANGAN
K 2 T3 4 5 e
1 ; ASEP SYAR!FUDIN BcIP S.H, CN _Pambina Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas | | Eselon ll,b :
ks MEHL Utama Muda Palembang Medan ‘| Tunjangan jabatan struktural
|| NIP. 198112121985031005 CVEe) Y RO N - L [imePesariip: 2GR0 E0E0. |
2 PARGIYONO Bc.IP., S.H., M.H. | Pembina. Kepala DIVISI Pemasyarakatan ‘pada Kantor Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas l ‘ sda. -
3 NIP: 196008171982031004 ' Utama Muda | Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi ,Palembang - . ’ :
g B (IVle) Manusia Bali 5l : . _ _ 3w
5, , ',SURUNG PASA_RIBU, Bc.P., S.H., M.Hum: .Pembi_ha Fungsuonal Umum pada Darektorat Jenderal' ' Kepala Divisi Perﬁasyarakatan pada Kantor sda. "
ey ;'_.NIP., 1'9_591012198303100-2‘ : . “Utama Muda Pemasyarakatan ‘ Wilayah  Kementerian’ Hukum dan Hak | -
IR . o iiey - | - : _ , _ Asasi. ManUSJa Bali . _ S .
4. FRANS ELIAS NICO, Be. IP '$.S0s., M S{ | Pembina .Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IlA Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor | o Sl
SR - ; | Wilayah Kementerian Hukum. dan Hak Lol

. VASONNAH. LAOLY

2 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA .




